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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan BAB IV maka dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah ini berangkat dari masalah 

rendahnya akses pembiayaan UMKM terhadap perbankan, keterbatasan 

UMKM mengakses lembaga pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan 

menyediakan jaminan atau agunan. Selain itu, Penetapan peraturan daerah 

Provinsi Gorontalo tentang lembaga penjaminan kredit daerah sebagai 

pelengkap dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, 

kecil, dan menengah dan sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi 

Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan usaha kecil. 

Ditetapkannya peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang lembaga 

penjaminan kredit daerah memiliki urgen yang tinggi, dalam arti “mendesak” 

dan “penting”.  

2.  Konstruksi untuk penyusunan peraturan daerah tentang lembaga penjaminan 

kredit daerah berlandaskan pada enam peraturan yang pertama adalah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Daerah Provinsi 

Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Usaha Kecil. Prinsipnya terbentuknya 
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peraturan daerah tentang lembaga penjaminan kredit daerah ini harus 

dilandaskan dengan peraturan yang bersifat eksplisit dan komperhensif sebagai 

acuan atau pedoman dalam merancang peraturan daerah tentang lembaga 

penjaminan kredit daerah. 

 

5.2 Saran 

 Dari hasil analisis dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat 

diajukan oleh peneliti berupa : 

1. Ruang Lingkup Materi muatan yang semestinya dicakup dalam Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Lembaga penjaminan kredit daerah antara lain : 

pengaturan mengenai definisi dan prinsip-prinsip lembaga penjaminan kredit 

daerah, ketentuan mengenai tempat kedudukan, maksud dan tujuan, asas-asas 

penyelenggaraan penjaminan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan 

mengenai pemegang saham dan komposisi saham, ketentuan mengenai 

kegiatan usaha, imbal jasa penjaminan, kriteria pemberian jaminan kredit 

kepada UMKM, Kerjasama, tanggungjawab dang anti rugi, penekanan pada 

kelembagaan dan organ, klaim dan peralihan hak tagih, pengelolaan, 

pembatasan, pengawasan dan pelaporan kegiatan, peraturan mengenai 

pembubaran dan likuidasi penjaminan, dan ketentuan penutup. 

2. Pemerintah Daerah; segera menyiapkan peraturan daerah dan ketentuan terkait 

pendirian Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LKPD) di Provinsi Gorontalo, 

menyediakan modal dan Sumber Daya Manusia untuk pembentukan LPKD, 

dan melakukan edukasi kepada UMKM tentang skema penjaminan kredit. 
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